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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak

Anak dalam pengertian yang umum tidak saja mendapat perhatian dalam bidang

ilmu pengetahuan, tetapi dapat juga ditelaah dari sisi pandang sentralis kehidupan.

Seperti agama, hukum dan sosiologisnya yang menjadikan pengertian anak

semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial. Dalam masyarakat,

kedudukan anak memiliki makna dari subsistem hukum yang ada dalam

lingkungan perundang-undangan dan subsistem sosial kemasyarakatan yang

universal.

Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian kedudukan anak

dari pandangan sistem hukum sebagai subjek hukum. Kedudukan anak dapat

dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pengertian anak menurut hukum pidana

Pengertian kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian

anak yang bermakna penafsiran hukum secara negatif. Menurut Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pengertian anak adalah :

1. Anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani

pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 Tahun.
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2. Anak negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan

pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama sampai

berumur 18 Tahun.

3. Anak sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya

memperoleh ketetapan pengadilan untuk dididik di Lapas Anak paling lama

sampai berumur 18 Tahun.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

mengklarifikasikan pengertian anak nakal adalah orang yang dalam perkara telah

mencapai umur delapan tahun, tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun

dan belum pernah kawin. Anak nakal adalah:

1. Anak yang melakukan tindak pidana

2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik

menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang

hidup dan berlaku dimasyarakat

2. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk

anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan

untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

berkembang dan berpatisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
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B.  Dasar Hukum Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi

anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi,

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

perlindungan dari kekerasan dan diskrisminasi (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang

No.23 Tahun 2002). Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan

dalam suatu masyarakat. Dengan demikian maka perlindungan anak harus

diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan bernegara,

bermasyarakat dan berkeluarga berdasarkan hukum demi perlakuan benar, adil

dan sejahtera bagi anak. Melindungi anak adalah melindungi manusia dan

membangun manusia seutuh mungkin, pembangunan nasional adalah membangun

manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur.

Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan

pembangunan nasional, akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan

berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum,

ketertiban, keamanan dan pembangunan nasional maka dari itu bahwa

perlindungan anak harus diusahakan, apabila kita ingin mengusahakan

pembangunan nasional yang memuaskan. Perlindungan anak dalam suatu

keluarga, masyarakat dan bangsa merupakan tolak ukur peradaban keluarga

masyarakat dan bangsa tertentu, jadi demi pengembangan manusia seutuhnya dan

peradaban orang wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan

kemampuan dan demi kepentingan nusa dan bangsa.
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Berkaitan dengan hal di atas, melindungi anak pada hakekatnya adalah

melindungi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, (Arief Gosita, 1997: 162).

Setiap manusia dapat melaksanakan haknya, ini berarti dilindungi untuk

memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan

hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan

kewajiban sendiri atau bersama para pelindungnya.

Setiap anak mempunyai hak untuk melaksanakan kewajibannya untuk

memperjuangkan kelangsungan hidupnya, tumbuh-kembang dirinya,

perlindungan bagi dirinya sesuai dengan kemampuannya pada usia tertentu.

Antara hak dan kewajiban harus ada keseimbangan dan pengembangan

kemanusiaan yang positif dengan demikian maka akan terwujud adanya perlakuan

adil terhadap anak, oleh karena itu keadilan adalah suatu kondisi yang

memungkinkan setiap orang melaksanakan hak dan kewajibannya secara

seimbang dan manusiawi.

Sehubungan dengan hal tersebut, ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak atas
anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara
optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak
Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

Sebagai generasi muda, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa dan

sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan

sumber daya manusia yang berkualitas, kelangsungan hidup, pengembangan fisik

dan mental serta perlindungan dari berbagai mara bahaya yang dapat mengancam
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integritas dan masa depan mereka, perlu upaya pembinaan yang berkelanjutan dan

terpadu. Dalam kenyataan, upaya pengembangan generasi muda, acap kali

dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan yang sulit dihindari, antara lain

dijumpai penyimpangan sikap perilaku sementara anak, bahkan lebih jauh dari itu,

terdapat anak-anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, baik anak dari

kalangan sosial ekonomi tinggi, menengah, maupun bawah. Selain itu terdapat

pula anak yang dalam keadaan terlantar, yakni anak yang karena satu dan yang

lain hal ternyata berbagai kebutuhan tidak terpenuhi dengan wajar, baik secara

rohani, jasmani, maupun sosial. Karena keadaan diri sendiri yang tidak memadai

tersebut, anak-anak tersebut baik dengan sengaja ataupun tidak, sering juga

melakukan perbuatan atau perilaku yang merugikan masyarakat atau dirinya

sendiri baik dalam bentuk perbuatan melanggar (melawan) hukum atau perbuatan

yang terlarang bagi anak-anak.

Berkaitan dengan hal di atas, dalam usaha menanggulangi berbagai perbuatan dan

tingkah laku yang menyimpang anak-anak, sekali-kali tidak boleh melupakan

kedudukan anak dengan segala karakternya yang khusus. Walaupun anak pada

dasarnya dan dalam batas wajar telah menentukan sendiri langkah perbuatan

berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya. Tetapi karena kondisinya sebagai

anak, keadaan sekitar dapat berpengaruh, lebih besar dalam menentukan sikap dan

nilai pribadinya. Oleh karena itu dalam menghadapi anak nakal dan terlantar

masyarakat dan sekelilingnya dan terutama orang tua lebih bertanggung jawab

dari pada anak itu sendiri.
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Hubungan antara orang tua dengan anak dalam kehidupan manusia merupakan

suatu hubungan yang hakiki, termasuk hubungan mental psikologis maupun

mental spiritual. Mengingat hakekat hubungan tersebut dalam kehidupan manusia,

maka dalam menangani masalah anak-anak harus senantiasa diusahakan agar anak

tidak dipisahkan dari orangtua. Walaupun terpaksa harus dipisahkan, tetaplah

dipertimbangkan pemisahan itu semata-mata demi kepentingan menjaga

perkembangan dan pertumbuhan anak secara sehat dan wajar.

Peradilan anak meliputi segala aktifitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang

menyangkut kepentingan anak. Menekankan atau memutuskan pada

“Kepentingan Anak” harus merupakan pusat perhatian dalam peradilan anak.

Keterlibatan pengadilan dalam kehidupan anak dan keluarga pada suatu saat

hanya ditujukan pada upaya penanggulangan keadaan yang buruk sehubungan

dengan perilaku menyimpang dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-

anak, penelantaran anak dan eksploitasi terhadap anak.

Sehubungan dengan hal di atas, memperhatikan berbagai perkembangan tingkah

laku yang menyimpang yang dilakukan anak dan untuk melindungi mereka dari

suatu perkembangan yang tidak sehat, perhatian terhadap anak-anak sebenarnya

agak sudah lama diberikan. Hal ini terbukti dari berbagai pertemuaan ilmiah yang

diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun badan-badan sosial seperti yayasan

Pra Yuana dan Wisma Parmadi Siwi.

Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa Perundang-Undangan yang menjadi dasar

hukum perlindungan anak antara lain:
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a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

c. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 b jo 34 tentang Perlindungan terhadap

Anak.

Instrumen-Instrumen hukum di atas merupakan bentuk peraturan untuk

melindungi setiap anak dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.

C. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya

diletakkan sanksi pidana. Dengan demikian dilihat dari istilahnya, hanya sifat-

sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana sedangkan sifat-sifat

orang yang melakukan tindak pidana menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu

pertanggungjawaban pidana. Terdapat pemisahan antara pertanggungajwaban

pidana dan tindak pidana, yang dikenal dengan paham dualisme, yang

memisahkan antara unsur yang mengenai perbuatan dengan unsur yang melekat

pada diri orangnya tentang tindak pidana. Para ahli hukum umumnya

mengidentifikasi adanya tiga persoalan mendasar dalam hukum pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

menjelaskan bahwa :

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

Ke-1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut

serta melakukan perbuatan.
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Ke-2. Mereka yang dengan memberi atau menjajikan sesuatu dengan

menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau

penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan,

sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang

diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Ketentuan Pasal 55 KUHP di atas mengkategorikan pelaku sebagai orang yang

melakukan sendiri suatu tindak pidana dan orang yang turut serta atau bersama-

bersama untuk melakukan tindak pidana.

Ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa :

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk

melakukan kejahatan.

Ketentuan dalam Pasal 56 KUHP menjelaskan pelaku juga merupakan pembantu

yang melakukan suatu kejahatan, yang terdiri dari :

1. Pembantu saat kejahatan.

2. Pembantu sebelum kejahatan dilakukan.

Pelaku juga dapat dilihat dari rumusan delik yang dilakukan, yaitu:

1. Delik formil, pelaku adalah barang siapa yang memenuhi perumusan delik,

yakni dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang.

2. Delik materiil, pelaku adalah siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang.
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3. Delik aduan yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari

pihak yang terkena. Delik aduan dibedakan menjadi:

a. Delik aduan absolut, yaitu hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.

b. Delik aduan relatif, yaitu delik yang ada hubungan istimewa antara si

pembuat dan orang yang terkena.

D. Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan adalah istilah yang digunakan KUHP untuk tindak pidana terhadap

tubuh. Namun KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Dalam

Kamus Besar Bahasa Indonesia arti penganiayaan adalah perlakuan yang

sewenang-wenang. Pengertian yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

tersebut adalah pengertian dalam arti luas, yakni yang termasuk menyangkut

perasaan atau batiniah. Sedangkan penganiayaan yang dimaksud dalam hukum

pidana adalah menyangkut tubuh manusia. Meskipun pengertian penganiayaan

tidak ada dimuat dalam KUHP, namun kita dapat melihat pengertian

penganiayaan menurut pendapat sarjana, doktrin, dan penjelasan Menteri

Kehakiman.

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”,

mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara

para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan

yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atas luka

(letsel) pada tubuh orang lain. Adapula yang memahami penganiayaan adalah

“Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus

dicantumkan dalam surat tuduhan” (Soenarto Soerodibroto, 1994: 211).
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Penganiayaan terhadap anak sebenarnya tidak terbatas pada deraan yang bersifat

badani seperti menampar, menggigit, memukul menendang, melempar, ada pula

bentuk-bentuk penganiayaan lainnya yang bersifat kejiwaan atau emosi.

Penganiayaan ini bisa dalam bentuk penanaman rasa takut melalui intimidasi,

ancaman, hinaan, makian, sampai membatasi ruang geraknya. Dalam KUHP

tindak pidana penganiayaan dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu sebagai

berikut:

a. Penganiayaan biasa sebagaimana diatur dalam pasal 351 KUHP.
b. Penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam pasal 352 KUHP.
c. Penganiayaan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 353 KUHP.
d. Penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam pasal 354 KUHP.
e. Penganiayaan berat berencana sebagaimana diatur dalam pasal 355 KUHP.
f. Penganiayaan terhadap orang yang berkualitas tertentu sebagaimana diatur

dalam pasal 356 KUHP.

Tindak pidana penganiayaan di atas lebih diperjelas dalam uraian sebagai berikut:

1. Penganiayaan Biasa

Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 351 KUHP. Istilah lain yang

sering digunakan untuk menyebut jenis tindak pidana ini adalah tindak pidana

penganiayaan dalam bentuk pokok. Apabila dibandingkan dengan perumusan

tentang tindak pidana lain dalam KUHP maka perumusan tentang tindak pidana

penganiayaan biasa merupakan perumusan yang paling singkat dan sederhana.

Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 351 KUHP di atas diatur dalam

ketentuan Pasal 351 KUHP. Adapun Pasal 351 KUHP secara tegas merumuskan:

(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan

bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
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Unsur-unsurnya:

a. Unsur kesengajaan.

b.Unsur perbuatan.

c. Unsur akibat perbuatan rasa sakit, tidak enak pada tubuh dan luka tubuh,

namun dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ini tidak mempersyaratkan adanya

perubahan rupa atau tubuh pada akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana

penganiayaan.

d.Akibat mana menjadi satu-satunya tujuan pelaku.

(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan

pidana penjara paling lama lima tahun.

Unsur-unsurnya :

a. Unsur kesengajaan.

b.Unsur perbuatan.

c. Unsur akibat yang berupa rasa sakit atau luka berat.

(3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh

tahun.

Unsur-unsurnya :

a. Unsur kesengajaan.

b.Unsur perbuatan.

c. Unsur akibat yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang.

(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
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2. Penganiayaan Ringan

Jenis tindak pidana ini diatur dalam Pasal 352 KUHP, bahwa yang dimaksud

dengan penganiayaan adalah penganiayaan yang tidak termasuk dalam :

(1) Penganiayaan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 353 KUHP.

(2) Penganiayaan terhadap orang yang mempunyai kualifikasi tertentu

sebagaimana diatur dalam Pasal 356 KUHP yaitu penganiayaan terhadap :

a) Ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya.

b) Pegawai negeri yang sedang atau karena menjalankan tugasnya yang sah.

c) Nyawa atau kesehatan yaitu memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa

atau  kesehatan atau dimakan atau diminum.

(3) Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk

menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

3. Penganiayaan Berencana

Jenis penganiayaan ini diatur dalam pasal 353 KUHP yang menyatakan :

1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara

paling lama empat tahun.

2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan

dengan pidana paling lama tujuh tahun.

3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan

pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Apabila dilihat lebih lanjut, maka penganiayaan biasa dalam Pasal 351 Ayat (1)

KUHP mempunyai persamaan dan perbedaan dengan Pasal 353 Ayat (1) KUHP.
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Persamaan dan perbedaan antara dua jenis penganiayaan tersebut dapat diuraikan

sebagai berikut:

Persamaan penganiayaan biasa dengan penganiayaan berencana :

a) Sama-sama tidak mengakibatkan luka berat atau kematian.

b) Memiliki kesengajaan yang sama baik terhadap perbuatan maupun akibatnya.

c) Bila penganiayaan tersebut mengakibatkan luka, maka luka tersebut harus

luka yang tidak termasuk luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90

KUHP.

Tabel: Perbedaan Penganiayaan Biasa Dengan Penganiayaan Berencana

Penganiayaan Biasa

Pasal 351 Ayat (1)

Penganiayaan Berencana

Pasal 353 Ayat (1)

1. Tidak ada unsur lebih dahulu.

2. Dapat terjadi pada penganiayaan

ringan, yaitu dalam hal tidak

menimbulkan penyakit atau

halangan untuk menjalankan

pekerjaan jabatan atau pencaharian.

3. Merupakan penganiayaan dalam

bentuk pokok.

4. Percobaannya tidak dipidana.

1. Ada unsur lebih dahulu.

2. Tidak mungkin terjadi pada

penganiayaan ringan, sebab Pasal

353 disebut sebagai pengecualian

dari penganiayaan ringan.

3. Merupakan penganiayaan yang

dikualifikasi.

4. Percobaannya dipidana.

Sumber: Literatur Penegakan Hukum Pidana Indonesia, Unsur-unsur
penganiayaan biasa penganiayaan berencana Pasal 353 Ayat (1) Pasal
351 Ayat (1) (SR. Sianturi dan E.Y Kanter, 1999: 67).
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4. Penganiayaan Berat

Jenis tindak pidana ini diatur dalam Pasal 354 KUHP yang menyatakan :

(1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan

penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan

pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Apabila diuraikan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan berat yang diatur

dalam Pasal 354 Ayat (1) memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1) Unsur kesalahan, berupa kesengajaan.

2) Unsur melukai berat (perbuatan).

3) Unsur tubuh orang lain.

4) Unsur akibat yang berupa luka berat.

Ketentuan dalam Pasal 354 KUHP akibat luka berat merupakan maksud dan

tujuan dari sipelaku yaitu bahwa sipelaku memang menghendaki terjadinya luka

berat pada korban. Berbeda dengan penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka

berat, dimana luka berat bukanlah akibat yang dimaksud oleh sipelaku. Dalam

penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, kematian bukanlah merupakan

akibat yang dikehendaki pelaku. Pelaku hanya menghendaki timbulnya luka berat.

Dalam tindak pidana ini harus dapat dibuktikan bahwa pelaku tidak mempunyai

kesengajaan untuk menimbulkan kematian, baik kesengajaan sebagai maksud,

sebagai kemungkinan atau sebagai kepastian.



35

5. Penganiayaan Berat Berencana

Jenis tindak pidana ini diatur dalam Pasal 355 KUHP yang menyatakan :

(1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam

dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan

pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Berdasarkan rumusan pasal 355 KUHP diatas terlihat, bahwa penganiayaan berat

berencana terdiri atas dua macam, yaitu :

a. Penganiayaan berat berencana yang tidak menimbulkan kematian. Jenis

penganiayaan ini sering disebut sebagai penganiayaan berat berencana biasa.

Dalam penganiayaan ini luka berat harus benar-benar terjadi yang juga harus

dibuktikan, bahwa luka berat itu memang merupakan akibat yang dikehendaki

oleh  sipelaku sekaligus direncanakan.

b. Penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan kematian. Namun matinya

korban dalam tindak pidana ini bukanlah akibat yang dikehendaki oleh

sipelaku. Kematian yang timbul dalam tindak pidana ini hanyalah merupakan

akibat yang dituju sekaligus tidak direncanakan. Sebab apabila kematian

merupakan akibat yang dituju maka yang terjadi bukanlah penganiayaan

melainkan pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

6. Penganiayaan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu

Jenis penganiayaan ini diatur dalam ketentuan Pasal 356 KUHP yang

menyatakan:
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“Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah

dengan sepertiga”.

Ke-1 Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya, istrinya

atau anaknya menurut undang-undang.

Ke-2 Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena

menjalankan tugasnya yang sah.

Ke-3 Jika kejahatan dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi

nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Ketentuan Pasal 356 merupakan ketentuan yang memperberat berbagai

penganiayaan. Berdasarkan Pasal 356 KUHP ini terdapat dua hal yang

memberatkan berbagai penganiayaan yaitu :

a. Kualitas korban, yaitu apabila korban penganiayaan tersebut berkualitas

sebagai ibu, bapak, istri atau anak serta pegawai negeri yang ketika atau karena

menjalankan tugasnya yang sah.

b. Cara atau modus penganiayaan, yaitu dalam hal penganiayaan itu dilakukan

dengan cara memberi bahan untuk dimakan atau untuk diminum.

Tindak pidana penganiayaan telah mencapai suatu tingkat yang dipandang serius

yaitu dengan semakin beraninya pelaku tindak pidana penganiayaan menganiaya

secara sadis bahkan banyak korban yang akhirnya meninggal dunia. Terjadinya

tindak pidana penganiayaan ini menimbulkan adanya korban yang menderita

kerugian, baik itu kerugian fisik maupun psikis. Untuk merestorasi atau

memperbaiki korban dalam keadaan semula memerlukan waktu yang cukup lama

dan biaya yang besar pula. Untuk itu dalam tindak pidana penganiayaan korban
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harus mendapat perhatian khusus terutama mengenai masalah perlindungan

hukum korban tindak pidana penganiayaan. Sedangkan dalam doktrin/ilmu

pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesengajaan.

2. Unsur perbuatan.

3. Unsur akibat perbuatan (yang dituju), yakni :

a. rasa sakit, tidak enak pada tubuh.

b. luka pada tubuh.

4. Akibat mana menjadi satu-satunya tujuan si pelaku.

Berkaitan dengan hal itu, untuk lebih memperjelas tindak pidana penganiayaan

sebagaimana terurai di atas, berikut ini akan diuraikan makna dari masing-masing

unsur tersebut.

1. Unsur kesengajaan

Tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sebagai

kesengajaan sebagai maksud. Berbeda dengan tindak pidana lain seperti

pembunuhan, unsur kesengajaan harus ditafsirkan secara luas yaitu meliputi

kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan

sebagai kemungkinan. Dengan penafsiran bahwa unsur kesengajaan dalam tindak

pidana penganiayaan ditafsirkan sebagai kesengajaan sebagai maksud (opzet alsa

ogmerk), maka seorang baru dapat dikatakan melakukan tindak pidana

penganiayaan, apabila orang itu mempunyai maksud menimbulkan akibat berupa

rasa sakit atau luka pada tubuh. Jadi dalam hal ini maksud orang itu haruslah

ditujukan pada perbuatan dan rasa sakit atau luka pada tubuh. Walaupun secara
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prinsip kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan harus ditafsirkan sebagai

kesengajaan sebagai maksud, namun dalam hal-hal tertentu kesengajaan dalam

penganiayaan juga dapat ditafsirkan sebagai kesengajaan sebagai kemungkinan.

Faktanya bahwa orang telah malakukan suatu tindak pidana yang besar

kemungkinan dapat menimbulkan perasaan sangat sakit pada orang lain itu

merupakan suatu penganiayaan. Tidak menjadi soal bahwa dalam kasus ini opzet

pelaku tidak ditujukan untuk menimbulkan perasaan sangat sakit seperti itu

melainkan telah ditujukan kepada perbuatan untuk melepaskan diri dari

penangkapan oleh seorang pegawai polisi.

Bertolak dari uraian di atas, bahwa kemungkinan terhadap terjadinya rasa sakit

yang semestinya dipertimbangkan oleh pelaku tetapi tidak dilakukanya sehingga

karena perbuatan yang dilakukannya itu menimbulkan rasa sakit, telah ditafsirkan

sebagai penganiayaan. Dalam hal ini sekalipun pelaku tidak mempunyai maksud

untuk menimbulkan rasa sakit dalam perbuatannya, bahwa mestinya ia sadar

perbuatan yang dilakukanya itu sangat mungkin menimbulkan rasa sakit.

Berkaitan dengan hal itu, penganiayaan itu bisa ditafsirkan sebagai kesengajaan

dengan sadar akan kemungkinan, tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada

adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya dimungkinkan

penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu yaitu kesengajaan sebagai

maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai

kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap

perbuatan itu haruslah merupakan tujuan pelaku.
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2. Unsur perbuatan

Perbuatan dalam penganiayaan adalah perbuatan dalam arti positif, artinya

perbuatan tersebut haruslah merupakan aktivitas atau kegiatan dari manusia

dengan menggunakan (sebagian) anggota tubuhnya sekalipun sekecil apapun

perbuatan itu. Selain bersifat positif unsur perbuatan dalam tindak pidana

penganiayaan juga bersifat abstrak. Artinya penganiayaan itu bisa dalam berbagai

bentuk perbuatan seperti memukul, mencubit, mengiris, membancok, dan

sebagainya.

3. Unsur akibat yang berupa rasa sakit dan luka tubuh

Rasa sakit dalam konteks penganiayaan mengandung arti sebagai terjadinya atau

timbulnya rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan. Sementara yang

dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari tubuh atau terjadinya

perubahan rupa tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum

terjadinya penganiayaan. Perubahan tubuh itu misalnya lecet-lecet pada kulit,

putusnya jari tangan, bengkak-bengkak pada anggota tubuh dan sebagainya.

Unsur akibat baik berupa rasa sakit atau luka dengan unsur perbuatan harus ada

hubungan kausal. Artinya harus dapat dibuktikan, bahwa akibat yang berupa rasa

sakit atau luka itu merupakan akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan oleh

pelaku. Tanpa adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat ini, maka

tidak akan dapat dibuktikan adanya tindak pidana penganiayaan.

4. Unsur akibat mana yang menjadi tujuan satu-satunya

Unsur ini mengandung pengertian bahwa dalam tindak pidana penganiayaan

akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh itu haruslah merupakan tujuan satu-
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satunya dari pelaku. Artinya pelaku memang menghendaki timbulnya rasa sakit

atau luka dari perbuatan (penganiayaan) yang dilakukannya. Jadi, untuk adanya

penganiayaan harus dibuktikan bahwa rasa sakit atau luka pada tubuh itu menjadi

tujuan dari pelaku.

Akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu bukan yang menjadi tujuan dari pelaku

tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain yang patut, maka dalam

hal ini tidak terjadi penganiayaan. Kembali lagi dari arti sebuah penganiayaan

yang merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semuanya

perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh subyek hukum akan berakibat

kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu

tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti

bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu

sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu, yang

menyebabkan rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian. Tidak semua

perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dikatakan sebuah

penganiayaan.

E. Proses Penjatuhan Putusan Oleh Hakim dan Teori tentang Dasar
Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhi Pidana

Putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang

diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja Hakim

dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai

dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang

bersifat formal maupun materil sampai dengan adanya kecakapan teknik
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membuatnya. Jika hal-hal negatif tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan

dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap atau

sifat kepuasan moral jika kemudian putusan yang dibuatnya itu dapat menjadi

tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan refrensi bagi

kalangan teoritisi maupun praktisi hukum serta kepuasan nurani tersendiri jika

putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi (Lilik

Mulyadi, 2007:25).

Proses penjatuhan putusan yang dilakukan oleh hakim merupakan suatu proses

yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan

kebijaksanaan. Dalam proses penjatuhan putusan tersebut, seorang hakim harus

meyakini apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana ataukah tidak.

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana,

menurut Moelyatno, dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut :

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana

Hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak,

yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut dalam

rumusan suatu aturan pidana. Ditinjau dari segi tersebut, tampak sebagai

perbuatan yang merugikan atau yang tidak patut dilakukan atau tidak.

2. Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana

Dipidananya seseorang harus memenuhi dua syarat, yaitu pertama, perbuatan

yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan yang kedua,
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perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu

kesalahan (asas geen straf zonder schuld).

Menurut Moelyatno (1982 : 60) unsur-unsur pertanggungjawaban pidana untuk

membuktikan adanya kesalahan pidana yang dilakukan oleh terdakwa harus

dipenuhi hal-hal sebagai berikut:

a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).

b. Di atas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab.

c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.

d. Tidak adanya alasan pemaaf.

3. Tahap Penentuan Pemidanaan

Besarnya pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim telah diatur dalam KUHP,

dimana KUHP telah mengatur pemidanaan maksimal yang dapat dijatuhkan

hakim dalam perbuatan pidana tertentu. Dalam menjatuhkan pidana terhadap para

pelaku tindak pidana, maka hakim dapat menggunakan beberapa teori penjatuhan

pidana seperti halnya teori keseimbangan, teori pendekatan seni dan intuisi, teori

pendekatan keilmuan, teori pendekatan pengalaman, teori ratio decidendi, dan

teori kebijaksanaan.

Adapun teori-teori penjatuhan putusan pidana oleh Hakim yaitu sebagai berikut :

1. Teori keseimbangan

Teori keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang

ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan

dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan
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dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan

korban, atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat. Salah satu

kesulitan yang dihadapi dalam memberikan pertimbangan pada kepentingan

korban, karena baik dalam hukum pidana materiil maupun hukum pidana

formil, tidak ada ketentuan mengenai perlindungan terhadap korban.

2. Teori pendekatan seni dan intuisi

Pendekatan seni digunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan, lebih

ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

3. Teori pendekatan keilmuan

Teori ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu

perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink tetapi

harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan

keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

4. Teori pendekatan pengalaman

Teori pendekatan pengalaman adalah pengalaman dari seorang hakim

merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara

yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya,

seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang

dijatuhkannya dalam suatu pekara pidana, yang berkaitan dengan pelaku,

korban maupun masyarakat.



44

5. Teori ratio decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang

disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang

relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum

dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada

motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi

para pihak yang berperkara.

6. Teori kebijaksanaan

Teori kebijaksanaan diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti. Teori ini

mempunyai beberapa tujuan, yaitu yang pertama, sebagai upaya perlindungan

terhadap masyarakat dari suatu kejahatan, yang kedua, sebagai upaya

perlindungan terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana, yang ketiga,

untuk memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka

membina, memelihara, dan mendidik pelaku tindak pidana anak, dan yang

keempat, sebagai pencegahan umum dan khusus.

Pemahaman atas kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak lepas dari prinsip

pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesqueiu. Hal

ini dimaksudkan untuk menjamin sikap tidak memihak, adil, jujur atau netral

(Impartiality). Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan

kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi.
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Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai

kewenangan dalam memberi isi dan kekuatan kepada norma-norma hukum dalam

peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim

melalui putusannya (Arbijoto, 2008:7).

Penjatuhan sanksi pidana oleh hakim mempunyai konsekuensi yang luas, baik

yang menyangkut langsung pelaku tindak pidana secara luas karena keputusan

pidana yang dianggap tidak tepat akan menimbulkan reaksi yang kontroversial,

dalam hal ini disebut dengan disparatis pidana, yaitu penerapan pidana yang tidak

sama terhadap tindak pidana yang sama (same offence) atau terhadap tindak

pidana yang sifat berbahanya dapat diperbandingkan.

Sehubungan dengan hal itu, dampak disparatis pidana adalah terpidana yang

setelah memperbandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban “the judicial

caprice” akan menjadi terpidana yang menghargai hukum, padahal penghargaan

terhadap hukum, tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan

pemidanaan. Pendekatan untuk memperkecil disparatis dan pengaruhnya

diperlukan suatu pedoman pemidanaan untuk memudahkan hakim dalam

menetapkan pemidanaanya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah melakukan

perbuatan yang ditujukan kepadanya. (Muladi dan Barda N. Arief, 1998:52).

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam usaha pembaharuan hukum pidana di

Indonesia juga mengedepankan aspek-aspek sosial kemanusiaan dan hak asasi

manusia dengan menerapkan beberapa teori-teori dasar pertimbangan hakim.



46

Adapun teori-teori yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam

memutus perkara dalam sidang pengadilan antara lain:

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum memberikan penjelasan bahwa segala macam bentuk

kejahatan dan pelanggaran harus di berikan sanksi tegas berdasarkan

ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Dalam teori ini sangat

berhubungan erat dengan asas legalitas dalam hukum pidana, bahwa setiap

tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan harus diproses dalam

sistem peradilan pidana guna menjamin kepastian hukum.

b. Teori Kemanfaatan

Teori kemanfaatan memberikan penjelasan bahwa apabila dalam suatu

persidangan hakim memandang perbuatan terdakwa bukan karena murni

melawan hukum akan tetapi dari segi kemanfaatan bertujuan untuk

menjalankan norma dalam masyarakat dan dipandang apabila dijatuhi

hukuman berupa pidana penjara maka dari elemen masyarakat merasa

keberatan. Jadi sebagai pertimbangan hakim dengan melihat segi kemanfaatan

maka terdakwa tidak diberikan sanksi akan tetapi hanya diberikan tindakan

rehabilitasi kepada terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya.

c. Teori Keadilan

Teori keadilan menjelaskan bahwa dalam menegakkan hukum seorang Hakim

juga harus memperhatikan teori keadilan hukum dan juga harus melihat fakta

kongkret dalam persidangan. Karena melihat rasa keadilan tidak tepat apabila

terdakwanya semata-mata bukan atas dasar niat jahat dan sudah berusia lanjut,

di bawah umur atau karena suatu keadaan tertentu yang sepatutnya tidak
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diganjar dengan hukuman pidana penjara maka Hakim harus dapat

memberikan pertimbangan sesuai dengan rasa keadilan. Nilai hukum dan rasa

keadilan Hakim jauh lebih diutamakan dalam mewujudkan hukum yang

berkeadilan.

(http://www.hukumonline.com. /ilmu filsafat/teori pertimbangan hakim, akses

03 September 2011).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang pokok kekuasaan kehakiman,

menjelaskan bahwa:

Ketentuan Pasal 5 menjelaskan bahwa:

1. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

2. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala

hambatan dari rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana,

cepat, dan biaya ringan.

Ketentuan Pasal 6 menjelaskan bahwa:

1. Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang

ditentukan oleh undang-undang.

2. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, pembuktian yang sah menurut

undang-undang seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab atas

perbuatan yang didakwakan atas dirinya.
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Ketentuan Pasal 7 menjelaskan bahwa :

“Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan,

dan penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan

menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.

Ketetuan Pasal 8 menjelaskan bahwa :

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di

depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan

yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Sehubungan dengan hal tersebut, walaupun pengakuan terhadap hukum yang

hidup sudah lama ada dalam peraturan perundang-undangan, tetapi kenyataannya

aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) enggan memproses seseorang yang

menurut hukum patut dipidana. Dengan kata lain, aparat penegak hukum hanya

berpegang kepada peraturan perundang-undangan positif saja.

Keputusan hakim sebagai dasar hukum umum pelaksanaan eksekusi dapat

dikategorikan sebagai dasar hukum kebijakan pidana. Untuk menelaah keputusan

hakim lebih banyak berpangkal pada nilai-nilai serta norma-norma hukum yang

mendasari pendirian dan pengetahuan dalam menetapkan keputusannya.

Keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah

dilaksanakan, dijadikan sebagai dokumen yang dinamakan yurisprudensi.

Dokumen ini banyak mengadung nilai-nilai hukum yang telah diperlukan dan

ternyata kebenarannya. Bahkan tidak sedikit yang berlandaskan pertimbangan-

pertimbangan kemanusiaan, agama, adat dan filsafat hukum.
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Persoalannya sekarang, apakah putusan-putusan hakim itu  merupakan sumber

hukum dalam arti formal. Menurut pendapat Prof. Mr. L.J Van Apeldoorn

(Muladi dan Barda Nawawi, 1998: 11) dalam bukunya “Philosophy of Law”

menjelaskan bahwa:

“...yurisprudensi tidak dapat dijadikan sumber hukum, karena keputusan hakim

yang diikuti terus-menerus oleh hakim lainnya mengenai suatu perkara yang sama

tidak dapat menjadi sumber hukum formal. Putusan itu hanya berfungsi

membantu terbentuknya hukum material”.

Berkaitan dengan hal itu, menurut Bellefroid (Muladi dan Barda Nawawi, 1998:

14) dalam bukunya “Philosophy of Law” menjelaskan bahwa:

“Putusan hakim sebagai sumber hukum formal. Sifat kewibawaan hakim

berlainan dan lebih rendah derajatnya dari pembentuk undang-undang. Namun

demikian, hakim mempunyai kewibawaan yang merupakan kenyataan yang harus

diakui”.

Menurut Supomo (Dedi Soemardi, 2002: 50) dalam bukunya berjudul Hukum

Acara perdata Pengadilan Negeri, menjelaskan bahwa :

“...Di Indonesia, hakim tidak terikat oleh putusan-putusan yang telah ada.
Tetapi praktek pengadilan seperti di Eropa, hakim bawahan sangat
memperhatikan putusan-putusan hakim atasan berhubungan pula dengan
adanya kemungkinan permohonan banding dan kasasi. Berhubungan
dengan itu, yurisprudensi dari hakim atasan merupakan sumber penting
untuk menemukan hukum obyektif yang harus diselenggarakan oleh
hakim”.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman

menyebutkan bahwa hakim wajib memutuskan tiap-tiap perkara, menafsirkan atau
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menjelaskan undang-undang jika tidak jelas dan melengkapinya jika tidak

lengkap. Tetapi penafsiran hakim mengenai undang-undang dan ketentuan yang

dibuatnya itu, tidak mempunyai kekuatan mengikat umum, tapi hanya berlaku

dalam peristiwa-peristiwa tertentu. Karena itu secara prinsip hakim tidak terikat

dengan putusan-putusan hakim lainnya.
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